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Contoh Format Lampiran I : Peraturan Bupati Sukoharjo 

Keputusan Bupati  Nomor   :   58 Tahun 2010 

     Tanggal : 31 Desember 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR :                      

 

TENTANG  

 

PEMBERIAN HIBAH KEPADA ..... 

 

BUPATI  SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan /pemerintah pemerintah 

daerah/ perusahaan daerah/ masyarakat /organisasi kemasyarakatan, maka 

perlu memberikan hibah kepada ...............;  

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, 

perlu menetapkan  Keputusan Bupati;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – 

daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3688) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

4844); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4138); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor ...... Tahun ......... tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....... (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun ......... Nomor .......); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

 

KESATU : Memberikan hibah kepada .......... sebesar Rp. ....... (..... dengan huruf) ....... 

digunakan untuk ........, sedangkan rincian penggunaannya sebagaimana tersebut 

dalam lampiran keputusan ini. 



 3 

 

KEDUA : Penerima hibah sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik 

formal dan material atas dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati Sukoharjo. 

 

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

........... 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan       di     Sukoharjo 

pada tanggal   

 

BUPATI SUKOHARJO, 

           

ttd 

 

NAMA TERANG (tanpa gelar) 

 

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan 

kepada Yth. :  

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di 

Sukoharjo; 

2. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo di 

Sukoharjo; 

3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di 

Sukoharjo; 

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten 

Sukoharjo di Sukoharjo. 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

           

 

 

 

WARDOYO WIJAYA 


